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 Baca Suhatri Bur...Hal 2

Defriman Djafri
Dekan FKM Unand/
Ketua PAEI Sumbar

SUBUH ........  05.11
ZUHUR ........ 12.32
ASHAR ........ 15.37
MAGHRIB .... 18.36
ISYA ............. 19.44

Koreksi Waktu: Alahanpanjang -1 menit,
Air Bangis + 4 menit, Balai Selasa -1 menit,
Batusangkar -1 menit, Dharmasraya –3 menit,
Muara Labuh -2 menit, Painan -1 menit,
Sijunjung -2 menit, Sawahlunto -1 menit,
Simp Empat +2 menit, Solok -1 menit,
Sei Limau + 1 menit

Sungguh, Allah telah meridai orang-
orang mukmin ketika mereka berjanji
setia kepadamu (Muhammad) di

bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam
hati mereka lalu Dia memberikan ketenangan atas
mereka dan memberi balasan dengan kemenangan
yang dekat.

(QS. Al Fath: 18)

TERAS UTAMA

Tak ada yang meragukan kehebatan
usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM) dalam negeri. Dihantam
badai pandemi Covid-19 pun, UMKM

tetap bertahan.

Strategis UMKM Bertahan di Masa Pandemi

Enggan PHK Karyawan, Kini justru Tambah Gerai

SRI Engla Deswita dan Widi Fajar
Widyatmoko adalah dua pengusaha
yang bisa mewakili kisah inspiratif
UMKM. Mereka enggan mengubur
mimpi akibat hantaman pandemi.

Kepada Jawa Pos (grup Padang
Ekspres), Uni Adek—sapaan Sri Engla
Deswita—bercerita, dirinya tak per-
nah mengira bisnis rendang kemasan
yang dirintisnya sejak 2017 harus
melewati cobaan badai pandemi.

”Sebelum pandemi, saya baru saja
pindah outlet dari ukuran kecil ke
yang besar. Tujuannya agar memu-

dahkan wisatawan. Lalu, saat muncul
korona Maret 2020, sudah itu otomatis
wisatawan hilang. Hilang total,” ujar
perempuan asal Bukittinggi, Sumbar,
itu Kamis (4/3).

Pemilik usaha Rendang Uniadek
itu menyatakan, ekspansi memang se-
ngaja dilakukan agar usahanya ber-
kembang. Meski usaha yang dilakoni-
nya tertekan, Uni tak pernah berpikir
untuk mandek di tengah jalan.

Apalagi, dia memiliki karyawan
yang menggantungkan hidup pada
Rendang Uniadek. Diimpit pilihan yang
serbasulit, dia pun putar otak. Bukan-
nya memecat karyawan, Uni justru
mempertahankan seluruh pegawainya.

”Saya punya prinsip, kalau kita
membuka rezeki orang, insya Allah
rezeki kita terbuka juga. Saya nggak
lakukan pengurangan karyawan sama
sekali,” tuturnya.

BERTAHAN: Uni Adek, nasabah binaan Bank BRI dari Rumah Kreatif BUMN
(RKB) BRI Bukittinggi.

IST

 Baca Enggan...Hal 7

TIM JPG—Bukittinggi & Yogyakarta

Verifikasi dan Validasi
Guru Agama Honorer

 Baca BPOM...Hal 2

MAKLUMAT
SEHUBUNGAN Kamis (11/3) merupakan hari libur na-
sional Isra’ Mikraj Nabi Muhammad SAW, Padang Eks-
pres tidak terbit. Kami akan terbit kembali seperti biasa
Jumat (12/3). Kepada pembaca dan relasi harap maklum.

Penerbit

Antisipasi
Kemenag
jelang Rekrutmen
Guru PPPK
Jakarta, Padek—Kementerian
dan lembaga terkait mulai mem-
bahas nasib guru agama dalam re-
krutmen pegawai pemerintah de-
ngan perjanjian kerja (PPPK). Sa-
yangnya, tetap tak ada kepastian
adanya kuota guru agama dalam
rekrutmen sejuta guru PPPK.

Sekjen Kemenag Nizar menu-
turkan, rapat lintas kementerian dan
lembaga itu digelar Jumat (5/3) pe-
kan lalu. Selain Kemenag, juga ada
perwakilan dari Kemendikbud, Ke-
menterian PAN-RB, Kementerian
Keuangan, Kemendagri, dan Badan
Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam rapat tersebut terung-
kap bahwa formasi PPPK untuk
guru agama honorer masih sangat
terbatas. Yakni, hanya sekitar 9.000
kursi untuk guru honorer kategori  Baca Verifikasi...Hal 2Vaksinasi Mandiri:

Strategi Jitu atau Keliru?
SEIRING sedang berlangsungnya proses pro-

gram vaksinasi Covid-19 nasional, yang telah dimu-
lai sejak tanggal 13 Januari 2021. Wacana vaksin
mandiri (berbayar) menjadi kegundahan pro dan
kontra dari masyarakat dan juga para tenaga kese-

hatan dan relawan Covid-19
saat ini. Betapa tidak? Dari ber-
bagai komentar yang muncul,
isu ini dikaitkan dengan isu ko-
mersial dan bisnis, keadilan,
dan ada juga beranggapan
merusak tatanan program vak-
sinasi yang berjalan saat ini,
dan tentunya juga ada ber-
pendapat. Semua ini merupa-
kan upaya akselerasi percepa-
tan dari program vaksinasi
Covid-19 di Indonesia. Apakah
vaksin mandiri ini merupakan

strategi jitu yang diambil pemerintah? Atau, sebuah
kekeliruan untuk meningkatkan partisipasi masya-
rakat terhadap program vaksinasi Covid-19 secara
nasional.

Partisipasi Masyarakat untuk di Vaksin
Hasil program vaksinasi tentunya diharapkan efek-

tif terbentuknya herd immunity (kekebalan kelom-
pok/komunal), dan berdampak terhadap produktivi-
tas sosial dan ekonomi ke depan. Saat ini, ketika efikasi
vaksin sudah terpenuhi dan diikuti kehalalan vaksin
sudah dijamin.

RUU Pemilu tak
Masuk Prolegnas 2021
Pemerintah Belum Ajukan RUU ITE

Jakarta, Padek—Badan Legislasi
(Baleg) DPR RI dan pemerintah sep-
akat mengeluarkan Rancangan Un-
dang-Undang (RUU) Pemilu dari
daftar Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) Prioritas 2021. Dengan
keputusan itu, maka tidak ada peru-
bahan UU Pemilu pada tahun ini.

Pencabutan RUU Pemilu dari
Prolegnas Prioritas 2021 diambil
dalam rapat kerja (raker) antara ba-
leg dan pemerintah. Hadir dalam per-
temuan itu Menteri Hukum dan
HAM Yasonna H Laoly. ”Kami dan
pemerintah sepakat mengeluarkan
RUU Pemilu dari prolegnas prioritas,”

terang Wakil Ketua Baleg DPR RI Wil-
ly Aditya usai rapat, kemarin (9/3).

Menurut dia, kesepakatan itu di-
ambil berdasarkan keputusan Komi-
si II yang menghentikan tahapan
pembahasan RUU Pemilu. Jadi, sikap
baleg merujuk pada keputusan Ko-
misi II yang merupakan pengusul

RUU Pemilu.
Willy mengatakan, setelah RUU

Pemilu dicabut, kemarin pemerintah
mengusulan RUU tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Bagaimana dengan RUU Informasi

 Baca RUU...Hal 2

 Baca Mendesak...Hal 7

Gubernur: Kita
Dukung agar Mentawai
tak Tertinggal Lagi
Padang, Padek—Pembangunan seluruh
sektor menjadi prioritas Pemprov Sum-
bar. Untuk itu, sinkronisasi pembangunan
antara provinsi dan kabupaten/ kota
harus dilakukan, termasuk sinkronisasi
pembangunan hingga ke tingkat pusat.

Hal itu ditegaskan Gubernur Sumbar
Mahyeldi Ansharullah saat memimpin
Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Pem-
bangunan 2022 bersama bupati dan wali
kota se-Sumbar di aula Kantor Gubernur,
kemarin. Dalam rakor yang digelar sela-
ma 3 hari 8-10 Maret itu, gubernur ber-
harap tercipta sinkronisasi kebijakan
pembangunan antara pemerintah pusat,
provinsi dan kabupaten/kota.

BAHAS RENCANA PEMBANGUNAN:
Gubernur Sumbar Mahyeldi
Ansharullah diapit Wakil Gubernur
Sumbar Audy Joinaldy (kanan) dan
Wakil Bupati Pessel Rudi Hariyansyah
saat Rakor Sinkronisasi Pembangunan
Daerah  di aula Kantor Gubernur
Sumbar, kemarin (9/3).

IST

Mendesak, Sinkronisasi
Provinsi dan Daerah
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BPOM: Vaksin
AstraZeneca
Aman untuk
Lansia
Jakarta, Padek—Sehari pascakedatangan
vaksin Covid-19 dari AstraZeneca, Badan Pe-
ngawas Obat dan Makanan (BPOM) mengu-
mumkan Emergency Use Authorization
(EUA). Hadirmya vaksin ini diharapkan da-
pat mendongkrak perekonomian tanah air.

Senin lalu (8/3), vaksin Covid-19 As-
traZeneca tiba di Terminal Kargo, Bandara
Soekarno-Hatta. Vaksin AstraZeneca terse-
but datang setelah mendapatkan persetu-
juan pemasukan obat jalur khusus atau Spe-
cial Access Scheme (SAS) pada tanggal 6 Ma-
ret lalu. Jumlah vaksin yang diterima pada ta-
hap awal ini adalah sebanyak 1.113.600 dosis
vaksin dan disimpan di gudang PT Bio Far-
ma di Bandung. ”Dilanjutkan dengan pe-
ngambilan sampel dan pemeriksaan fisik vak-
sin oleh tim dari BPOM dan Balai Besar POM
di Bandung hari ini (kemarin, red),” kata Ke-
pala BPOM Penny K Lukito, kemarin (9/3).

Lebih lanjut Penny menyatakan, vaksin
yang dikembangkan oleh Oxford University

dua (K2). Padahal, jumlah guru
agama yang masi honorer di lapa-
ngan sangat banyak. Data Keme-
nag menyebutkan, saat ini tidak
kurang ada 120 ribu guru agama
berstatus honorer.

”Kami semua masih mengu-
payakan agar mereka (guru agama
honorer, red) bisa masuk dalam
usulan PPPK Kemendikbud,” kata-
nya, kemarin (9/3). Nizar melanjut-
kan, nantinya Kemenag bertugas
membuat soal ujian untuk seleksi
calon PPPK formasi guru agama.
Dia menegaskan, pemerintah ma-
sih berupaya mencari jalan keluar.

Menurut Nizar, pembahasan
nasib guru agama di dalam agen-
da rekrutmen PPPK itu sangat pen-
ting. Sebab, status guru agama ter-
bagi menjadi tiga. Yakni, guru aga-
ma yang diangkat oleh Kemenag,
diangkat oleh Kemendikbud, dan
diangkat oleh pemerintah daerah.

”Saat ini masih dilakukan veri-
fikasi dan validasi data. Berapa to-
tal guru agama dengan status ho-
norer di sekolah,” jelas mantan
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Selain itu di PPDB jenjang
SD tidak ada jalur prestasi.
Tahun lalu masih ada jalur
prestasi PPDB SD menyesuai-
kan sisa kuota.

Perbedaan yang cukup
menonjol tahun ini adalah pe-
merintah daerah (pemda) da-
pat melibatkan sekolah swasta
dalam pelaksanaan PPDB. Se-
mentara tahun lalu sekolah
swasta masuk dalam kelom-
pok pengecualian pelaksanaan
PPDB. Ketentuan pelaksanaan
PPDB untuk sekolah swasta
tahun ini ditetapkan oleh ma-
sing-masing pemda.

Dirjen PAUD-Dikdasmen
Kemendikbud Jumeri menga-
takan Kemendikbud terus so-
sialisasi ketentuan baru PPDB
2021. ”Saat ini kami di Medan
mengumpulkan Kadinas (Pen-
didikan, red) se-Sumatera dan
se-Kalimantan,” katanya, ke-
marin (8/3). Dia mengatakan,
pemda diberikan keleluasaan
untuk mengatur keterlibatan
sekolah swasta dalam sistem
PPDB.

Sambungan dari hal. 1

Kuota Jalur Zonasi SD 70 Persen
Jumeri menjelaskan di da-

lam ketentuan baru itu me-
mang dimungkinkan sekolah
mengikuti pola PPDB seperti di
sekolah negeri. Misalnya ikut
dalam sistem online dengan
mengikuti prosedur yang telah
ditetapkan oleh pemprov,
pemkot, atau pemkab masing-
masing.

Menurut dia ada sejumlah
alasan membuka kesempatan
bagi sekolah swasta untuk ter-
gabung dalam sistem PPDB
pemerintah. Misalnya mem-
berikan kesempatan kepada
sekolah swasta untuk meneri-
ma siswa seperti di sekolah
negeri. Keterlibatan sekolah
swasta dalam sistem PPDB pe-
merintah sifatnya adalah pili-
han. ”Belum tentu sekolah
swasta mau gabung dengan
mengikuti mekanisme yang di-
tetapkan pemda,” katanya.

Berkembang dugaan ala-
san dibukanya kesempatan
PPDB di sekolah swasta untuk
pemerataan. Misalnya di sua-
tu zona jumlah sekolah nege-
rinya terbatas, sementara se-
kolah swastanya banyak. Nah
ketimbang anak-anak di se-

kolah tersebut harus berjuang
ke sekolah di luar zonanya, le-
bih baik ke sekolah swasta na-
mun masih satu zona. Jumeri
mengatakan distribusi siswa
seperti itu terjadi secara oto-
matis. ”Apabila ada kelebihan
daya tampung di sekolah ne-
geri, pasti meluber ke swasta,”
katanya.

Pengamat pendidikan In-
dra Charismiadji menyoroti di-
bukanya kesempatan bagi
pemda untuk menarik sekolah
swasta dalam sistem PPDB.
Meskipun ketentuannya tidak
wajib, sekolah swasta bisa jadi
sulit untuk menolak jika diajak
pemda untuk tergabung dalam
sistem PPDB.

Indra menegaskan, seko-
lah swasta itu adalah mitra pe-
merintah pusat atau pemda.
Sekolah swasta bukan milik
pemerintah sehingga tidak
bisa diatur sampai teknis se-
perti urusan PPDB. ”Kok jadi
makin kacau tata kelola pen-
didikan kita. Katanya merde-
ka,” jelasnya.

Dia mendapatkan infor-
masi kebijakan itu dikeluarkan
untuk mencegah penurunan

angka partisipasi kasar (APK)
pendidikan. Dengan kebijakan
tersebut, sekolah swasta seperti
diwajibkan menerima siswa-
siswa yang tidak tertampung di
sekolah milik pemerintah.

Indra mengatakan, peme-
rintah tidak boleh mengorban-
kan sekolah swasta untuk me-
nampung dan menanggung
biaya pendidikan peserta didik
yang tidak sekolah. Seharusnya
pemerintah pusat atau daerah
dapat berkolaborasi supaya
persoalan daya tampung seko-
lah negeri dapat diselesaikan.
Seperti diketahui tidak semua
sekolah swasta menerima da-
na BOS. Selain itu besaran da-
na BOS dihitung menurut stan-
dar minimal layanan.

Informasi yang beredar
saat ini baru Pemprov Jawa Ba-
rat yang sudah resmi mengu-
mumkan melibatkan sekolah
swasta dalam sistem PPDB. In-
dra mengatakan daerah-dae-
rah pasti akan menyusul. Saat
ini Indra juga sedang terlibat
pembahasan pelibatan seko-
lah swasta ke sistem PPDB di
wilayah DKI Jakarta. (wan/jpg)

DPD RI Minta Pemerintah Pastikan AstraZeneca Aman
Jakarta, Padek—Vaksin Cov-
id-19 AstraZeneca sebanyak
1.113.600 vaksin dengan total
berat 4,1 ton yang didatangkan
ke Indonesia melalui skema
Cova telah tiba di Jakarta pada
Senin (8/3), melalui Bandar
Udara Soekarno-Hatta, Ta-
ngerang, Provinsi Banten.
Bahkan, Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM)
cepat menerbitkan izin pe-
nggunaan darurat atau
emergency use authoriza-
tion (UEA) untuk vaksin As-
traZeneca. Tidak seperti
vaksin Sinovac yang harus
melalui tiga kali uji klinis, se-

belum didistribusikan ke
masyarakat.

Menyikapi hal tersebut,
Wakil Ketua DPD RI Sultan
Bachtiar Najamudin (SBN) me-
ngingatkan pemerintah perihal
keamanan dan efek samping
dari vaksin AstraZeneca. Menu-
rutnya, meski BPOM sudah
memberika izin darurat ter-
hadap vaksin AstraZeneca, na-
mun perlu kepastian dari pe-
merintah agar masyarakat me-
rasa aman.

“Meski sudah menganton-
gi izin penggunaan darurat dari
Uni Eropa, India, Arab Saudi,
hingga Bahrain. Namun, pe-

merintah harus memberikan
edukasi dan pemahaman ten-

tang vaksin baru ini. Jangan
sampai di kemudian hari ada
efek samping berbahaya yang
ditimbulkan,” kata Sultan saat
dihubungi koran ini, kemarin.

Pengenalan masyarakat
terhadap vaksin AstraZeneca
ini, menurut mantan Wakil
Gubernur Bengkulu ini, san-
gat perlu dilakukan. Melalui
pengenalan dan pemaha-
man, diharapkan tidak tim-
bul kegaduhan di masya-
rakat. Sebab, saat ini mas-
yarakat hanya diberi pemaha-
man dan kepercayaan tentang
vaksin Sinovac.

“Sama seperti jenis vaksin
bersama AstraZeneca itu
mendaftar ke BPOM melalui
dua jalur. Pertama, jalur bilat-
eral oleh PT AstraZeneca In-
donesia. Kedua, jalur multi-
lateral through mekanisme
COVAX fasilitas yang didaf-
tarkan oleh PT Bio Farma.

Vaksin Covid-19 dari Astra-
Zeneca sudah disetujui di be-
berapa negara. Misalnya Ing-
gris, Kanada, dan  Saudi Arabia.
Otoritas Malaysia pun sudah
menyetujui vaksin ini. ”Badan
POM telah melakukan proses
evaluasi untuk keamanan, kha-
siat, dan mutu dari vaksin As-
traZeneca,” ucap Penny. Proses
evaluasi dilakukan bersama-
sama dengan tim ahli yang ter-
diri dari Komite Nasional Pe-
nilai Obat, ITAGI, dan klinisi
terkait.

Data yang dimiliki BPOM,
berdasarkan data hasil uji klin-
ik yang disampaikan, pembe-
rian vaksin AstraZeneca seban-
yak dua dosis dengan interval
empat sampai 12 minggu pada
total 23.745 subjek dinyatakan
aman. Vaksin itu juga dapat di-
toleransi dengan baik oleh sub-
jek uji klinis. ”Dari evaluasi kha-
siat, berikan vaksin AstraZene-
ca menunjukkan kemampuan
yang baik dalam merangsang
antibodi,” ungkapnya. Vaksin
ini diujikan pada kelompok di
atas 18 tahun dan lansia.

Untuk dua dosis yang dihi-
tung sejak 15 hari memberikan
suntikan kedua hingga dua bu-
lan setelah penyuntikan,
menunjukkan efikasi sebesar
62,10 persen. WHO mansyarat-
kan efikasi minimal adalah 50
persen. Sedangkan untuk as-
pek mutu, BPOM melakukan
evaluasi menyeluruh dari do-
kumen yang disampaikan. Ha-
silnya telah memenuhi syarat.
”Sebelum produk siap diguna-
kan, BPOM melakukan proses
pelulusan produk atau lot re-
lease,” katanya. Baru setelah
diberikan pelulusan produk,
maka vaksin tersebut siap un-
tuk digunakan dalam program
vaksinasi.

Terpisah, Sesmenko Pere-
konomian Susiwijono Moe-
giarso menambahkan, keda-
tangan vaksin AstraZeneca
memberi sentimen positif
pada ekonomi RI. Susiwijono
menyebut, tambahan 1,1 juta
dosis vaksin itu amat besar
pengaruhnya pada herd im-
munity yang ditargetkan bisa
tercapai akhir tahun 2021.

”Sudah datang lagi vaksin
yang kedua AstraZeneca, kita
butuh 426,8 juta dosis, mudah-
mudahan target kita sampai
akhir tahun selesai. Herd im-
munity atau kekebalan komu-
niti terbentuk,” ujarnya, kema-
rin (9/3). Dia menyebut, saat ini
pemulihan ekonomi akan sa-
ngat bergantung pada keterse-
diaan vaksin Covid-19. Adanya
penambahan jumlah vaksin di
Indonesia diharapkan dapat
memberikan rasa aman kepa-
da masyarakat, sehingga eko-
nomi kembali pulih.

Pada kuartal II 2020, eko-
nomi RI mengalami kontraksi
yang dalam mencapai -5,32
persen. Hal itu salah satunya
dipicu oleh mobilitas mas-
yarakat yang terganggu yang
akhirnya berdampak pada ter-
hentinya aktivitas ekonomi.
”Kalau kita lihat hikmahnya

Sambungan dari hal. 1

BPOM: Vaksin AstraZeneca...
luar biasa banyak sekali, cara
kita melakukan aktivitas eko-
nomi berubah. Bahkan dengan
sudah adanya vaksinasi pun
yang namanya protokol kese-
hatan akan menjadi bagian
dari kehidupan kita,” tutur dia.

TNI Genjot Vaksinasi
Di sisi lain, program vaksi-

nasi di tubuh TNI pun terus
berjalan. Kemarin, tidak
kurang dari 3.500 personel TNI
AL yang berdinas di Markas
Besar Angkatan Laut (Mabe-
sal), Cilangkap, Jakarta Timur
disuntik vaksin Covid-19. Vak-
sinasi itu dilaksanakan secara
serentak. Selain Mabesal, selu-
ruh jajaran TNI AL di berbagai
daerah juga melangsungkan
vaksinasi. Tidak terkecuali per-
sonel TNI AL yang bertugas di
daerah-daerah terluar Indone-
sia. Wakil Kepala Staf Angkatan
Laut Laksamana Madya TNI
Ahmadi Heri Purwono me-
mastikan mereka turut di-
vaksin.

Heri menegaskan bahwa
tidak satu pun personel Angka-
tan Laut yang luput dari pro-
gram vaksinasi nasional yang
tengah berlangsung. ”Untuk
unsur-unsur atau prajurit kami
yang tugas di luar, yang di dae-
rah operasi. Kalau yang be-
rangkat sebelum vaksin akan
kami koordinasikan dengan
dinkes (dinas kesehatan) se-
tempat di mana mereka melak-
sanakan tugas,” bebernya.
”Yang berangkat setelah ada
program vaksin, mereka sebe-
lum berangkat kami vaksin
dulu,” tambah dia.

Berdasar data dari Mabe-
sal, jumlah total sasaran perso-
nel TNI AL yang harus divaksin
sebanyak 70.175 orang. Angka
tersebut belum termasuk tena-
ga kesehatan dari Angkatan
Laut yang sudah lebih dulu
mendapat vaksin. Yakni, se-
banyak 6.998 tenaga kesehatan.
”Untuk tenaga kesehatan An-
gkatan Laut yang berjumlah
sekitar tujuh ribu personel, saat
ini sudah tervaksinasi sekitar 79
persen atau sekitar 5.900 or-
ang,” beber Heri.

Khusus jajaran TNI AL di
luar tenaga kesehatan, dari to-
tal 70.175 orang yang harus di-
vaksin, baru sekitar empat ribu
orang yang telah selesai di-
vaksin. Untuk itu, TNI AL
melaksanakan vaksinasi mas-
sal di Mabesal. ”Dalam rangka
mendukung program peme-
rintah guna percepatan vaksi-
nasi Covid-19,” ungkap Heru.
Setelah disuntik vaksin dosis
pertama pada 9 dan 10 Maret,
3.500 personel TNI AL di Ma-
besal bakal kembali disuntik
vaksin pada 23 dan 24 Maret
mendatang.

Tidak hanya personel yang
masih aktif bertugas, TNI AL
turut memberi kesempatan
kepada purnawirawan Angka-
tan Laut mendapat vaksin. Heri
menyebutkan bahwa para pur-
nawirawan TNI AL itu akan di-
vaksin Covid-19 lewat Persatu-
an Purnawirawan TNI AL
(PPAL) yang dikomandoi oleh
Laksamana TNI Purnawira-
wan Ade Supandi. ”Dengan
sasaran seribu purnawirawan
yang dikoordinir oleh Pang-
kalan Utama TNI AL III Jakar-
ta,” jelasnya.

Sementara itu, beberapa
perwira tinggi TNI AL sudah
divaksinasi pada 1 Maret dan 2
Maret lalu. Mereka divaksinasi
bersama-sama pejabat dari

Mabes TNI di GOR Ahmad
Yani, Mabes TNI, Cilangkap,
Jakarta Timur. Selanjutnya,
mereka akan kembali disuntik
vaksin pada 15 dan 16 Maret
mendatang. Untuk menunjuk-
kan soliditas di antara tiga
matra TNI, vaksinasi personel
TNI AL dilaksanakan oleh vak-
sinator dari tim gabungan TNI
AD, TNI AL, TNI AU, serta in-
stansi lainnya.

Efikasi Vaksin
Sementara itu, Jubir Satgas

Penanganan Covid-19 Wiku
Adisasmito menyebut, me-
mang ada potensi berkurang-
nya efikasi vaksin seiring de-
ngan bermunculannya varian
baru virus dari vaksin tersebut.
Untuk itulah, perlu adaptabili-
tas dalam proses produksi
vaksin. Pada dasarnya, jika virus
menyebar luas di sebuah pop-
ulasi dan menyebabkan kasus
tinggi, maka kemungkinan mu-
tasi pun akan semakin tinggi.
Semakin besar peluang virus
menyebar, semakin besar pelu-
ang mereka berkembang biak
dan semakin besar pula kemu-
ngkinan terjadinya mutasi.

Wiku menyebut, ber-
dasarkan lokasi perubahan di
material genetik virus, maka
sangat mungkin mempen-
garuhi beberapa sifat virus
seperti sifat penularannya
yang bisa lebih cepat atau
lambat menyebar, atau pada
keparahan infeksi yang dit-
imbulkan. Vaksin Covid-19
yang sedang dalam pengem-
bangan ataupun telah disetu-
jui, diharapkan dapat mem-
berikan setidaknya beberapa
proteksi untuk melawan vari-
an virus baru. ”Pada prinsip-
nya dalam setiap pengemba-
ngan vaksin selalu memper-
hatiakn respon imun yang
luas mempertimbangkan an-
tibodi dan sel,” jelas Wiku ke-
marin (9/3)

Wiku menjelaskan, peru-
bahan mutasi virus tidak mem-
buat vaksin tidak efektif sama
sekali. Jika salah satu vaksin ter-
bukti kurang efektif terhadap
satu atau lebih varian, maka hal
itu bisa menjadi dasar perbai-
kan komposisi vaksin oleh pro-
dusen, untuk melindungi dari
vaian tersebut secara spesifik.
Saat ini, peneliti lembaga pe-
merintahan di bidang keseha-
tan dan ilmuwan bekerja keras
mengidentifikasi kemunculan
varian baru melalui whole ge-
nome sequencing (WGS) yang
kemudian datanya dikumpul-
kan GISAID.

Untuk mendalami pen-
garuh pada perilaku virus, bu-
tuh waktu tidak sebentar. ”Yang
bisa kita lakukan saat ini ada-
lah mencegah penyebaran vi-
rus yang berpotensi untuk
mencegah mutasi yang sangat
mungkin mengurangi efikasi
vaksin yang sudah tersedia
bahkan yang sudah disuntik-
kan pada beberapa kelompok
masyarakat,” papar Wiku.

Wiku menyebut, per 7 Ma-
ret 2021, Indonesia telah men-
deteksi sebanyak 539 sequence
genetik. 515 di antaranya pela-
cakan sequence yang lengkap
(complete sequence), 6 sampel
ditemukan dengan varian VUI
202012/01GR-501EV1 atau
B117 pada periode pengump-
ulan sampel pada bulan Janu-
ari sampai Februari 2021. Yaitu,
3 sampel di DKI Jakarta 1 Kalsel,
1 Sumut, 1 Sumsel. (lyn/syn/
dee/tau/jpg)

Kunci keberhasilan ke de-
pan harus menitikberatkan
pada peningkatkan partisipasi
masyarakat untuk divaksinasi
(vaccination rate) untuk terca-
painya kekebalan kelompok
yang diharapkan.

Di sini sebenarnya tantan-
gan terbesar, perlu kita ketahui
apa sebenarnya yang menjadi
masalah terhadap penerimaan
vaksin dan penolakan/anti
vaksin dari masyarakat. Meru-
juk hasil survei persepsi pene-
rimaan vaksin di seluruh
provinsi di Indonesia yang di-
laksanakan kerjasama WHO,
ITAGI, UNICEF dan Kemenkes
RI yang dirilis November 2020
lalu, melaporkan alasan peno-
lakan vaksin Covid-19 paling
umum terkait dengan keaman-
an vaksin (30%); Keraguan ter-
hadap efektivitas vaksin
(22%); Ketidakpercayaan ter-
hadap vaksin (13%); Kekha-
watiran adanya efek samping
seperti demam dan nyeri
(12%); Dan alasan keagam-
aan (8%). Jika dilihat dari
kesediaan responden mem-
bayar yang menerima di-
vaksin, hanya (35%) di anta-
ranya mau membayar; Seki-
tar (38%) tidak mau mem-
bayar untuk memperoleh
vaksin, sedangkan (27%) si-
sanya masih ragu.

Dilihat dari data ini sangat
menarik, bahwa proporsi mas-
yarakat untuk membayar dan
tidak mau membayar untuk
menerima vaksin tidak jauh
berbeda. Keinginan masya-

rakat untuk menerima vaksin
dengan mengeluarkan uang
secara mandiri merupakan pe-
luang untuk menjangkau dan
meningkatkan cakupan parti-
sipasi masyarakat untuk di-
vaksin ke depan. Di sisi lain,
vaksinasi memang merupakan
tanggung jawab pemerintah
tetapi keinginan dan kesadaran
masyarakat dengan mengelu-
arkan uang secara pribadi un-
tuk melindungi dirinya, keluar-
ganya dan membantu pemer-
intah dalam mengakselerasi-
kan capaian cakupan vaksina-
si perlu diapresiasi sebagai
bentuk solidaritas bersama kita
bisa keluar dari pandemi ini.

Tantangan Vaksinasi
Mandiri

Tantangan utama adalah
persepsi masyarakat yang ber-
beda, mulai dari anggapan
vaksin berbayar lebih baik dari
pada yang gratis atau sebalik-
nya. Pendekatan vaksin man-
diri yang seolah-olah lebih me-
mentingkan pendekatan eko-
nomi dibandingkan kondisi
kedaruratan kesehatan masya-
rakat. Selanjutnya, ada juga
anggapan ketika vaksin mandi-
ri disediakan, kepercayaan ma-
syarakat terhadap vaksin akan
menurun. Sebenarnya, sudut
pandang yang berbeda saja
melihat ini. Padahal yang per-
lu dipahami masyarakat ada-
lah ketika orang mau menge-
luarkan uang untuk vaksinasi,
artinya adalah tidak hanya vak-
sinasi tersebut dapat melind-
ungi dirinya, tanpa sadar atau
tidak langsung sebenarnya or-
ang tersebut melindungi kelu-
arganya dan kita sebagai mas-
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Vaksinasi Mandiri: Strategi Jitu atau Keliru?
yarakat umum yang masih
menuggu vaksin secara gratis
dari pemerintah. Ini sebenarn-
ya, efek domino yang diharap-
kan dalam mengakselerasi ca-
paian cakupan vaksinasi agar
tercapai herd immunity, dan
kita bisa keluar dari pandemi
yang panjang ini. Jadi, ketika
kita menunggu jatah vaksin
gratis dari pemerintah, sedang-
kan orang telah melakukan
vaksinasi mandiri dengan me-
ngeluarkan uangnya secara
pribadi atau ditanggung/dibe-
bankan oleh badan usaha/
badan hukum. Bukan berarti
keadilan tidak berpihak ke-
pada kita, justru vaksinasi
yang dilakukan secara
mandiri telah menolong kita
dan bangsa ini. Ini sebenarn-
ya arti solidaritas bersama,
bergotong royong dengan ka-
pasitas masing-masing untuk
kepentingan orang banyak.

Tantangan berikutnya ada-
lah ketersedian dan distribusi
vaksin, ini bagian penting yang
tidak bisa dipisahkan. Bagaim-
anapun ketersedian dan aloka-
si vaksin yang terbatas ini juga
akan menghambat proses dis-
tribusi vaksin. Vaksin mandiri
seharusnya bisa melibatkan pi-
hak swasta dalam distribusi ja-
ringan rantai dingin dan
penyediaan vaksin secara pro-
porsional untuk menjangkau
daerah-daerah yang masih
terbatas kapasitas penyimpa-
nannya. Yang perlu menjadi
catatan penting adalah
meskipun melibatkan pihak
swasta, kontrol itu tetap bera-
da di bawah pemerintah. Ini
sebagai jaminan bahwa

vaksin mandiri tidak sepe-
nuhnya lepas dari kontrol pe-
merintah, untuk antisipasi ma-
fia vaksin dan vaksin palsu yang
dikwatirkan masyarakat ke
depan.

KIE Menjadi Kunci
Strategi dan upaya pengen-

dalian dan pencegahan yang
dilakukan merupakan sebuah
ikhtiar bangsa ini bisa keluar
dari pandemi ini.Vaksin man-
diri telah diputuskan dilarang
diperjualbelikan, semuanya
dibebankan pada badan usa-
ha/badan hukum. Artinya se-
cara prinsip seolah-olah ini
juga gratis diterima oleh indi-
vidu di bawah badan usaha/
badan hukum tersebut. Kekha-
watiran masyarakat tidak terle-
pas dari buruknya model ko-
munikasi, informasi dan edu-
kasi (KIE) selama ini. Persepsi,
anggapan dan pandangan
yang berbeda tidak luput dari
KIE yang diterima oleh
masyarakat. KIE menjadi kun-
ci dan juga sebagai penangkal
hoaks yang beredar selama ini.
Model KIE yang perlu disusun
dan dijelaskan secara utuh ke-
pada masyarakat, dan apa
manfaat dari strategi yang di-
ambil oleh pemerintah saat ini.
Gerakan massif bersama se-
cara nasional perlu digalakan
dalam upaya meningkatkan
cakupan vaksinasi ke depan,
apakah nanti itu berbayar atau
tidak? Apakah vaksin mandiri
sebagai strategi jitu apa keliru
yang diambil pemerintah?
Inilah sebuah ikhtiar yang akan
dibuktikan ke depan dengan
berbagai sudut padang yang
berbeda ini diputuskan. (*)

ada sisa atau selisih 431.762 for-
masi. ”Semoga honorer guru
agama nantinya bisa mengisi
(sisa, red) formasi tersebut,”
kata Nizar.

Ketua Umum Asosiasi
Guru Pendidikan Agama Islam
Indonesia (AGPAII) Mahnan
Marbawi menuturkan, kuota
9.000 formasi guru agama un-
tuk honorer K2 dalam rekrut-
men PPPK itu sangat tidak adil.
Dia berharap, pemerintah me-
miliki komitmen untuk men-
gangkat guru agama honorer
menjadi aparatur sipil negara
(ASN). Baik itu ASN kategori
PPPK atau PNS.

Mahnan mengatakan, AG-
PAII bersama Kemenag sem-

pat membuat penelitian
kekurangan guru PAI pada
2017. Hasilnya kekurangan
guru PAI memang nyata adan-
ya. Dia mencontohkan, untuk
jenjang SD di Pulau Jawa terda-
pat kekurangan guru PAI se-
banyak 14.112 orang. Sedang-
kan untuk jenjang SMP terda-
pat kekurangan 5.995 orang
guru PAI masih untuk Pulau
Jawa saja.

Sebelumnya Mahnan me-
ngatakan, sudah ada tuntutan
mogok mengajar dari para
guru PAI honorer di daerah-
daerah. ”Saya tidak bisa mena-
han mereka,” katanya. Mereka
menuntut ada kejelasan pada
Maret ini juga. (wan/jpg)
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Verifikasi dan Validasi Guru ...

Dirjen Penyelenggara Haji
dan Umrah (PHU) Kemenag
itu. Guru agama tersebut me-
liputi guru pendidikan agama
Islam, Kristen, Katolik, Hindu,
Buddha, dan Konghucu. Veri-
fikasi dan validasi itu dilakukan
oleh Kemenag maupun Ke-
mendikbud melalui pemerin-
tah daerah.

Formasi rekrutmen PPPK
Kemendikbud tahun ini men-
capai 1 juta guru. Hingga 5
Maret lalu, kebutuhan formasi
guru yang diajukan pemda ke
Kementerian PAN-RB baru
568.238 orang. Sehingga masih

dan Transaksi Elektronik
(ITE)? Sampai kemarin, pe-
merintah belum mengusul-
kan RUU tersebut, karena
masih dalam tahap pengka-
jian.

Total ada 33 RUU yang
masuk dalam Prolegnas Prior-
itas 2021. Prolegnas akan dis-
ahkan dalam rapat paripurna.
”Rapat paripurna terdekat,”
terang anggota DPR dari Frak-
si Partai Nasdem itu.

Dengan tidak adanya revi-
si UU Pemilu, maka pelaksan-
aan Pemilu 2024 akan meru-
juk pada UU Pemilu Nomor 7/
2017. Sedangkan pelaksanaan
pilkada serentak akan meru-
juk pada UU Nomor 10/2016
yang menyebutkan pilkada di-
laksanakan pada 2024. Berarti
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RUU Pemilu tak Masuk Prolegnas 2021

sebelumnya, pemerintah
memberi keyakinan bahwa
vaksin tersebut itu aman mela-
lui uji klinis sebelum didis-
tribusikan. Alangkah baikn-
ya, dalam vaksin yang baru
tiba, diberikan pemahaman
dan keyakinan agar tidak tim-
bul kegaduhan,” saran Sultan.

Senator muda ini berha-

rap, selain masyarakat tetap
konsisten dengan perilaku
5M yakni, memakai masker,
mencuci tangan, menjaga
jarak, menjauhi kerumunan
dan mengurangi mobilitas,
pemberian vaksin juga men-
jadi cara memutus mata ran-
tai penyebaran virus Covid-
19.

“Meskipun begitu, saya
mendukung segala bentuk
program vaksinasi dalam
rangka pemutusan mata ran-
tai penyebaran virus Covid-
19. Sebab, dengan masih be-
lum usainya pandemi ini,
mempengaruhi seluruh sek-
tor kehidupan masyarakat,”
imbuhnya. (fas/jpg)

pemilu dan pilkada akan dige-
lar serentak dalam tahun yang
sama.

Willy mengatakan, pelak-
sanaan pemilu dan pilkada
harus diatur dengan baik agar
pesta demokrasi itu tidak me-
makan korban seperti yang ter-
jadi pada 2019. Menurutnya,
penyelenggaraan pemilu tidak
cukup hanya diatur dalam Per-
aturan KPU (PKPU), tapi juga
perlu diatur dalam peraturan
presiden (Perpres).

Terkait usulan pelaksanaan
pemilu pada Januari 2024, Wil-
ly mengatakan, usulan itu harus
diatur secara mendalam. KPU
dan Komisi II harus melakukan
pembahasan secara terkait tek-
nis pelaksanaan pesta
demokrasi itu. ’Simulasi kan
belum dilakukan,” terang legis-
lator asal Dapil Jatim XI itu.

Menteri Yasonna mengata-
kan, pihaknya sepakat dikelu-
arkannya RUU Pemilu. Dia
tidak perlu lagi menjelaskan
alasan dan evaluasi terhadap
keputusan tersebut. Dia ber-
harap, keputusan di baleg itu
bisa dibawa dan disahkan
dalam rapat paripurna. ”Apa
yang sudah kita sepakati, kita
bawa ke paripurna,” tuturnya
dalam raker kemarin.

Fraksi Partai Demokrat
menolak keputusan itu. Partai
besutan Susilo Bambang Yud-
hoyono (SBY) itu mendesak
agar RUU Pemilu tetap dima-
sukkan prolegnas dan dilaku-
kan revisi UU Pemilu. ’Kami
dari awal mendorong adanya
revisi UU Pemilu,” terang Ang-
gota Baleg dari Partai
Demokrat Anwar Hafid kepa-
da Jawa Pos (grup Padang Ek-

spres).
Demokrat juga mendor-

ong pilkada dilaksanakan pada
2022 dan 2023, bukan pada
2024. Jangan sampai tragedi
meninggalnya ratusan petugas
pada 2019 terulang kembali.
Untuk itu harus ada normalisa-
si pelaksanaan pilkada.

Sementara itu, dibatalkan-
nya RUU Pemilu tidak sejalan
dengan harapan KPU. Namun,
KPU menegaskan apapun
keputusan politik di DPR harus
dijalankan. Komisioner KPU RI
I Dewa Kade Wiarsa Raka San-
di mengatakan, dengan ditut-
upnya revisi, maka dasar hu-
kum yang ada menjadi referen-
si KPU. Yakni, UU Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu
dan UU Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pilkada. (lum/deb/
far/jpg)
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